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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 18/Pdt.G/2020/PA.Kkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kuala Kurun Kelas II yang memeriksa dan mengadili

perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan

Putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir XXXXXX, 18 Juli 1983, Agama Islam,

Pendidikan  SLTP,  Pekerjaan  Ibu  Rumah  Tangga,

Tempat tinggal di XXXXXX RT.001 RW. 001, Kelurahan

XXXXXX,  Kecamatan  XXXXXX  Kabupaten  XXXXXX,

Provinsi  XXXXXX,  selanjutnya  disebut  sebagai

Penggugat;

melawan

TERGUGAT,  tempat  dan  tanggal  lahir  XXXXXX,  26  Februari  1984,  Agama

Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan : Karyawan Swasta

(Buruh Bangunan), Tempat tinggal di XXXXXX RT.001

RW.  001,  Kelurahan  XXXXXX,  Kecamatan  XXXXXX

Kabupaten  XXXXXX,  Provinsi  XXXXXX,  selanjutnya

disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut; 

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini; 

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang; 

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 27 Juli 2020 telah

mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Agama Kuala Kurun dengan Nomor 18/Pdt.G/2020/PA.Kkn, dengan dalil-dalil

sebagai berikut:

1. Bahwa,  pada  hari  Kamis  tanggal  12  April  2007,  Penggugat

dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX Kabupaten

XXXXXX dengan  Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXX Seri AK tanggal
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04 Mei 2007 dalam status Jejaka dan Perawan;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat

tinggal  bersama  di  rumah  orang  tua  Tergugat  di  XXXXXX  I  RT.V

Kecamatan XXXXXX selama 1 tahun (2007 - 2008), kemudian pindah

tempat  tinggal  dengan menempati  rumah kontrakan di  jalan  XXXXXX

Kelurahan XXXXXX, Kecamatan XXXXXX Kota XXXXXX sampai selama

lebih kurang 5 tahun (mulai tahun 2008 sampai dengan Januari 2012).

Pada tahun 2012 Penggugat dan Tergugat menetap di XXXXXX RT.001

RW.001  No.015  Kelurahan  XXXXXX,  Kecamatan  XXXXXX  hingga

sekarang;

3. Bahwa  antara  Penggugat  dan  Tergugat  telah   melakukan

hubungan suami isteri (Ba’da dukhul) sebagaimana layaknya suami istri

dan  dikaruniai  1  orang  anak  yang  bernama  :  NAMA ANAK,  lahir  di

XXXXXX pada tanggal 10 Mei 2011, saat ini anak tersebut berada dalam

asuhan Penggugat;

4. Bahwa,  pada awal  pernikahan  antara  Penggugat  dan  Tergugat

hidup  rukun  dan  harmonis  namun  sekitar   awal  tahun  2009  antara

Penggugat  dan  Tergugat  sering  terjadi  perselisihan  dan  pertengkaran

terus menerus yang disebabkan oleh :

a. Bahwa  Tergugat  tidak  terbuka  dan  sering  berbohong  tentang

penghasilannya kepada Penggugat;

b. Bahwa  Tergugat  memiliki  hubungan  dengan  perempuan  lain

(selingkuh),  hal ini   diketahui Penggugat dari  handphone Tergugat

dan  keluarga  Penggugat  dan  setelah  didesak  baru  Tergugat

mengakuinya;

c. Bahwa  pada  bulan  April  2018,  Tergugat  menikah  siri  dengan

perempuan  yang  bernama  NAMA  I,  pernikahan  ini  disetujui

Penggugat karena perempuan tersebut dalam kondisi hamil;

d. Bahwa  pada  tahun  2019,  Tergugat  menikah  lagi  dengan

perempuan  yang  bernama  NAMA II,  pernikahan  ini  diketahui  dan

tinggal bersama dengan Penggugat selama 1 tahun lebih;

5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat
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terjadi  pada tanggal  11 Juli  2020,  sebelumnya antara Penggugat  dan

Tergugat  terjadi  perselisihan  dan  pertengkaran  yang  disebabkan

Tergugat  tidak  mau  terbuka  dan  sering  berbohong  tentang

penghasilannya  kepada  Penggugat.  Akibat  pertengkaran  tersebut,

Penggugat  merasa sudah tidak tahan lagi  dengan sikap dan perilaku

Tergugat tersebut, Penggugat meminta Tergugat menceraikannya. Dan

pada tanggal 11 Juli 2020 tersebut Tergugat membuat pernyataan tertulis

menceraikan  Penggugat,  setelah  itu  Tergugat  pergi  dari  kediaman

bersama. Semenjak itu hingga sekarang atau lebih dari 15 hari lamanya,

antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi berhubungan layaknya

suami isteri;

6. Bahwa atas  sikap dan  perbuatan  Tergugat  tersebut  Penggugat

sangat menderita lahir dan batin, sehingga tidak ridha dan sudah tidak

sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Tergugat;

7. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul

akibat perkara ini;

Berdasarkan  alasan/dalil-dalil  di  atas,  Penggugat  mohon  agar  Ketua

Pengadilan  Agama  Kuala  Kurun  Kelas  II  segera  memeriksa  dan  mengadili

perkara  ini,  selanjutnya  selanjutnya  menjatuhkan  Putusan  yang  amarnya

berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu Bain Shugra Tergugat  (TERGUGAT)  terhadap

Penggugat (PENGGUGAT);

3. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat;

Subsider : 

dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang

menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke

muka  sidang  dan  tidak  menyuruh  orang  lain  untuk  menghadap  sebagai

wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang

relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata
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bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;  

Bahwa, Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk

tidak  bercerai  dengan  Tergugat,  tetapi  Penggugat  tetap  pada  dalil-dalil

gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah

datang  menghadap  meskipun  telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut,

selanjutnya  dimulai  pemeriksaan  dengan  membacakan  surat  gugatan

Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk  menguatkan  dalil-dalil  gugatannya,  Penggugat  telah

mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi  Kartu  Tanda  Penduduk  NIK  XXXXXX  tanggal  29  Januari

2018.  Bukti  surat  tersebut  telah  diberi  meterai  cukup  dan  telah

dicocokkan  dengan  aslinya  yang  ternyata  sesuai,  lalu  oleh  Ketua

Majelis diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXX tanggal 12 April

2007,  yang  dikeluarkan  oleh  Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan

XXXXXX,  Kabupaten  XXXXXX.  Bukti  surat  tersebut  telah  diberi

meterai  cukup  dan  telah  dicocokkan  dengan  aslinya  yang  ternyata

sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Saksi :  

1. NAMA SAKSI  I  P,  umur  40  tahun,  Agama Islam,  pendidikan  SLTP,

pekerjaan  Petani,  tempat  tinggal  di  XXXXXX  RT.001  RW.  001,

Kelurahan  XXXXXX,  Kecamatan  XXXXXX  Kabupaten  XXXXXX,

Provinsi XXXXXX, di bawah sumpah memberikan keterangan di muka

sidang sebagai berikut:

- Bahwa,  hubungan saksi dengan Penggugat  adalah sebagai kakak

kandung Penggugat;

- Bahwa, saksi kenal dengan  Tergugat karena saksi  sebagai rekan

kerja Tergugat di usaha pemotongan dan angkut kayu dari hutan;

- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di

di XXXXXX kurang lebih selama 1 tahun, kemudian pindah tempat
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tinggal  dengan menempati  rumah kontrakan di  XXXXXX sampai

selama lebih kurang 5 tahun, kemudian terakhir pada tahun 2012

Penggugat  dan  Tergugat  menetap  di  XXXXXX  Kecamatan

XXXXXX;

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak;

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah, Penggugat tinggal

di rumah bersama di XXXXXX sedangkan Tergugat tinggal di rumah

istri keduanya di XXXXXX;

-  Bahwa, Tergugat mempunyai 2 isteri selain Penggugat, istri keduanya

sedang hamil  di  XXXXXX dan isteri  ketiganya di  Kota  Palangka

sudah mempunyai anak satu. Saksi tidak mengetahui apakah isteri

kedua dan ketiga Tergugat menikah secara resmi;

- Bahwa,  Penggugat  dan  Tergugat  berpisah  karena  sering

bertengkar;

- Bahwa,  Penggugat  dan  Tergugat  bertengkar sejak  pertengahan

tahun 2018;

- Bahwa,  Penggugat  dan  Tergugat  bertengkar  dikarenakan sejak

Tergugat  kawin  siri  dengan  wanita  lain,  Tergugat  tidak  terbuka

masalah  uang  dari  hasil  kerja  penjualan  kayu,  bahkan tidak

diberikan  ke  Penggugat.  Tergugat  juga  suka  judi  dan  main

perempuan;

-   Bahwa, Saksi melihat  Penggugat dan Tergugat bertengkar 3 kali di

dalam rumah di XXXXXX dan Saksi mendengar suara yang keras

pada saat mereka sedang bertengkar;

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah  selama setengah

tahun;

- Bahwa, Saksi dan pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan

Penggugat dan Tergugat,  namun tidak berhasil  dan Saksi  sudah

tidak sanggup lagi mendamaikan;

2. NAMA  SAKSI  II  P,  umur  75  tahun,  agama  Islam,  pendidikan  SD,

pekerjaan Buruh Bangunan, tempat tinggal di  XXXXXX RT. 001 RW.

001,  Kelurahan XXXXXX, Kecamatan XXXXXX Kabupaten XXXXXX,
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Provinsi XXXXXX, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai

berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi

sebagai  teman kerja  Tergugat  di  usaha pemotongan dan angkut

kayu selama 6 tahun;

- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di

XXXXXX, kemudian pindah ke Kota Palangka dan terakhir tinggal

di XXXXXX;

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak;

-  Bahwa, Penggugat dan Tergugat sekarang sudah berpisah selama

kurang  lebih  2  (dua)  bulan,  Penggugat  tinggal  di  XXXXXX

sedangkan Tergugat tinggal di XXXXXX;

-  Bahwa, Tergugat mempunyai  2  (dua)  isteri  selain  Penggugat,  istri

keduanya di XXXXXX dan isteri ketiganya di Kota Palangka. Saksi

tidak mengetahui apakah isteri kedua dan ketiga Tergugat menikah

secara resmi;

- Bahwa,  Penggugat  dan  Tergugat  berpisah  karena  sering

bertengkar;

- Bahwa,  Saksi  mendengar  dan melihat  Penggugat  dan  Tergugat

bertengkar satu setengah bulan yang lalu di XXXXXX;

- Bahwa,  Penggugat  dan  Tergugat  bertengkar  karena Tergugat

bersikap  acuh  tak  acuh  dan  tidak  memberi  nafkah  kepada

Penggugat;

- Bahwa,  Mereka  sudah  pernah  dirukunkan  secara  kekeluargaan

namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan pembuktiannya telah cukup

dan menyampaikan kesimpulannya secara lisan bahwa Penggugat tetap pada

pendiriannya untuk meneruskan gugatan dan mohon Putusan;

Selanjutnya untuk mempersingkat uraian  Putusan ini, maka semua hal

yang  termuat  dalam  Berita  Acara  Sidang  ini  merupakan  bagian  yang  tak

terpisahkan dari Putusan ini; 
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PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  gugatan  Penggugat  adalah

sebagaimana terurai di atas; 

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2, maka harus dinyatakan telah

terbukti  menurut  hukum bahwa Penggugat  dan Tergugat  telah  terikat  dalam

perkawinan yang sah sejak tanggal 12 April 2007;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat

sebagai  suami  istri  yang  sah,  maka  Penggugat  sebagai  persona  standi  in

judicio memiliki  legal  standing, dan  Majelis  berpendapat  bahwa  Penggugat

dapat  dinyatakan  sebagai  pihak  yang  mempunyai  hak  dan  berkepentingan

dalam perkara ini;

Menimbang,  bahwa  perkara  ini  termasuk  sengketa  di  bidang

perkawinan, dan berdasarkan bukti P1, identitas Penggugat yang menyatakan

berdomisili  di  wilayah  hukum  Pengadilan  Agama  Kuala  Kurun,  maka

berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

sebagaimana  diubah  terakhir  dengan  Undang-Undang  Republik  Indonesia

Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor

7  Tahun  1989  Tentang  Peradilan  Agama,  Pengadilan  Agama  Kuala  Kurun

berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang,  bahwa  Majelis  telah  berupaya  mendamaikan  pihak

Penggugat  agar  rukun  kembali  dengan  Tergugat,  sebagaimana  dikehendaki

oleh  ketentuan  Pasal  154 R.B.g jo. Pasal  82  Undang-Undang  Republik

Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah

terakhir  dengan Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  50 Tahun 2009

Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang

Peradilan Agama jis. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Tentang Perkawinan jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

1975 dan Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi

dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan bahwa tidak datangnya

itu  bukan  disebabkan  suatu  halangan  yang  sah.  Oleh  karena  itu,  Tergugat
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harus  dinyatakan  tidak  hadir  dan  gugatan  tersebut  harus  diperiksa  secara

verstek. Sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR dan dalil  syar’i yaitu

Hadis  yang diriwayatkan oleh Daruquthni  dalam Kitab Sunan Ad-Daruquthni

(Beirut:  Dar  Al-Ma’rifah,  2001),jilid  III  halaman  456  nomor  Hadis  4412,

Rasulullah saw. bersabda:

Artinya: Barang  siapa  yang  dipanggil  untuk  menghadap  hakim  Islam
kemudian tidak menghadap, maka ia termasuk orang yang zhalim
dan gugurlah haknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hadis tersebut, Ahli Fikih, Zainuddin

Al-Malibari menjelaskan dalam Kitab Fath Al-Mu‘in (Beirut: Dar Ibn Hazm, 2004)

halaman 625, yang kemudian Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih

pendapat tersebut menjadi pendapat Majelis, menyatakan:

Artinya: Hakim  boleh  memutus  perkara  atas  orang  yang  tidak  berada  di
tempat  atau  dari  majelis  hakim,  baik  ketidak  hadirannya  itu
bersembunyi  atau  enggan  (selain  perkara  pidana),  apabila
Penggugat  ada  bukti  yang  kuat,  selama  Tergugat(ghaib)  tidak
menyatakan kehadirannya dan membuktikan keberadaaannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini tidak  ditempuh prosedur mediasi

karena  salah  satu  pihak  tidak  hadir  sehingga  tidak  dapat  dilakukan

perundingan, sebagaimana diatur Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun

2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  ketentuan  Surat  Edaran  Mahkamah

Agung  RI  Nomor  3  Tahun  2015  huruf  C  angka  3  yang  dijadikan  pendapat

Majelis  mengatur  bahwa  putusan  yang  dijatuhkan  tanpa  hadirnya  Tergugat

dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu

Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang,  bahwa bukti  P2  yang  merupakan  akta  otentik  dan  telah

bermeterai  cukup dan sesuai  dengan aslinya,  isi  bukti  tersebut  menjelaskan
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antara  Penggugat  dan  Tergugat  telah  terikat  dalam  perkawinan  yang  sah,

sehingga  bukti  tersebut  telah  memenuhi  syarat  formal  dan  meteriil,  serta

mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang,  bahwa  untuk  membuktikan  dalil-dalil  gugatannya,

Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat, sudah dewasa dan sudah

bersumpah,  sehingga  memenuhi  syarat  formal  sebagaimana  diatur  dalam

Pasal 171 dan Pasal 175 Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg.);

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat mengenai dalil

gugatan angka 5 adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri serta

relevan dengan dalil  yang harus dibuktikan oleh Penggugat,  oleh karena itu

keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil  sebagaimana telah

diatur  dalam  Pasal  171  dan  Pasal  175  Rechtsreglement  voor  de

Buitengewesten (RBg.), sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan

pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat, sudah dewasa dan sudah

bersumpah,  sehingga  memenuhi  syarat  formal  sebagaimana  diatur  dalam

Pasal 171 dan Pasal 175 Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg.);

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat mengenai dalil

gugatan angka 5 adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri serta

relevan dengan dalil  yang harus dibuktikan oleh Penggugat,  oleh karena itu

keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil  sebagaimana telah

diatur  dalam  Pasal  171  dan  Pasal  175  Rechtsreglement  voor  de

Buitengewesten (RBg.), sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan

pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang,  bahwa  saksi-saksi  yang  dihadirkan  di  persidangan

menerangkan  pula  bahwa  keduanya  sudah  menasihati  Penggugat  dan

Tergugat untuk berdamai kembali  dalam membina rumah tangga,  sabar dan

tetap mempertahankan rumah tangganya tetapi tidak berhasil, dan saksi tidak

sanggup lagi menasihati Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang,  bahwa  saksi-saksi  yang  dihadirkan  Penggugat,  telah

memberikan  keterangan  pula  bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  telah  pisah
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tempat tinggal yang disebabkan Tergugat mempunyai istri siri selain Penggugat

dalam rumah tangga, dan sampai dengan sekarang Penggugat dan Tergugat

berpisah tempat  tinggal  dimana  Penggugat  kediaman bersama di  XXXXXX,

sedangkan Tergugat tinggal di XXXXXX;

Menimbang,  bahwa berdasarkan keterangan saksi  pertama dan saksi

kedua, terbukti fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa,  Penggugat  dan  Tergugat  adalah  suami  istri  sah  yang

menikah secara hukum Islam pada tanggal tanggal tanggal 12 April 2007;

2. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2018

sudah mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

3. Bahwa,  penyebab  terjadinya  perselisihan  dan  pertengkaran

antara  Penggugat  dan  Tergugat karena  Tergugat  menikah  lagi  dengan

perempuan lain secara siri dan Tergugat tidak jujur masalah penghasilan;

4. Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih

selama selama 1 (satu) bulan;

5. Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat

dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang,  bahwa  perselisihan  dalam rumah  tangga  tidaklah  hanya

identik dengan pertengkaran mulut saja. Rumah tangga dapat dinyatakan telah

terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi

selaras,  tidak  saling  percaya  dan  tidak  saling  melindungi.  Dengan

ditemukannya  fakta  bahwa  antara  Penggugat  dengan  Tergugat  telah  pisah

rumah,  dan  tidak  menjalankan hak  dan  kewajiban  sebagai  suami  istri  lagi,

menunjukkan bahwa antara Penggugat  dan Tergugat  sudah tidak lagi  saling

percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami istri

yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah

tangga, apalagi pihak keluarga telah berupaya mendamaikan, bahkan Majelis

Hakim telah berupaya secara maksimal  menasehati  Penggugat namun tidak

berhasil, Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat.  Dengan

demikian, patut dinyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak

lagi memiliki unsur-unsur saling terikat satu sama lain, baik lahir maupun batin

atau dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang telah pecah. Oleh karena
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itu, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sulit

untuk  menciptakan  keutuhan  rumah  tangga  yang  sakinah,  mawaddah dan

rahmah sebagaimana maksud ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan

atau Penggugat dan Tergugat telah kehilangan ekspektasi untuk kembali rukun

sebagai  suami  istri  yang  merupakan  unsur-unsur  terpenuhinya  alasan

perceraian  sebagaimana  dimaksudkan  dalam  ketentuan  Pasal  19  huruf  (f)

Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  9  Tahun  1975  Tentang

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan  jo.

Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang,  bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung

Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237 K/AG/1998 dan diambil

alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara ini, di mana abstraksi

hukum yang terkandung di dalamnya adalah bahwa berselisih, cekcok, hidup

berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak

berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah

merupakan fakta hukum yang cukup sebagai alasan dalam suatu perceraian

sesuai  dengan  maksud  Pasal  19  huruf  (f)  Peraturan  Pemerintah  Republik

Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor

1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan  jo. Pasal 116 huruf (f)  Kompilasi  Hukum

Islam;

Menimbang,  bahwa  selama  persidangan  berlangsung  Penggugat

bersikeras dengan keinginan dan tuntutannya bercerai dari Tergugat sekalipun

Majelis  Hakim  telah  mengingatkan  Penggugat  mengenai  akibat  buruk  dari

perceraian  yang  dituntut  Penggugat  dari  Tergugat,  Penggugat  tetap

menyatakan  bahwa  perceraian  tersebut  merupakan  alternatif  terbaik  bagi

dirinya,  oleh  karenanya Majelis  Hakim berpendapat  pula  bahwa perkawinan

dan  rumah  tangga  yang  demikian  akan  sia-sia  apabila  dipaksakan  untuk

dipertahankan;

Menimbang,  bahwa  fakta  dan  pertimbangan  tersebut  di  atas  telah

menyebabkan  keharmonisan  rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat  telah

hilang, dan karenanya tujuan perkawinan seperti dimaksud oleh surat al-Rum

ayat  21,  Pasal  1  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor 1  Tahun 1974
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Tentang  Perkawinan jo. Pasal  3  Kompilasi  Hukum Islam,  yaitu  membentuk

rumah tangga yang sakinah, bahagia, dan kekal, tidak dapat diwujudkan lagi

dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa keinginan Penggugat untuk berpisah dari Tergugat

sudah sedemikian kuatnya karena Tergugat telah pergi dari kediaman bersama

dan  sering  terjadi  pertengkaran,  sehingga  Majelis  Hakim  berpendapat

Penggugat dan Tergugat tidak dapat dapat lagi bersatu. Pendapat ini  sesuai

dengan pendapat Musthafa as-Siba'i dalam Kitab al-Mar’atu Baina al Fiqhi wal

Qanun halaman 100 yang dijadikan pendapat Majelis menyatakan:

artinya: “Dan  tidak  ada  manfaatnya  yang  dapat  diharapkan  dalam
mengumpulkan  dua  manusia  yang  saling  benci-membenci.  Dan
terlepas dari masalah apakah sebab-sebab terjadinya pertengkaran
ini  besar  atau  kecil,  namun  kebaikan  hanya  dapat  diharapkan
dengan mengakhiri  kehidupan berumah tangga antara suami-isteri
ini,  dan  dengan  demikian  dapat  diharapkan  masing-masing  akan
menemukan  teman  hidup  yang  sesuai,  yang  menyebabkan
kehidupannya berlangsung dengan tenang dan tentram”;

Menimbang,  bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut,

Majelis  Hakim  berpendapat  bahwa  Penggugat  telah  dapat  membuktikan

seluruh dalil gugatannya sehingga gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat

beralasan hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal

19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf

f Kompilasi Hukum Islam, dan gugatannya tidak melawan hak;

Menimbang,  bahwa  terhadap  tuntutan  Penggugat  sebagaimana  pada

angka  1  petitum  gugatan,  memohon  agar  gugatan  Penggugat  dikabulkan,

Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum

Islam  yang  terkandung  dalam  Kitab  Fiqh  Sunah Juz  II  halaman  290  yang

selanjutnya dijadikan pendapat Majelis Hakim, yaitu:
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Artinya : “bahwa  istri  boleh  menuntut  talak  kepada  hakim  apabila  dia
mengaku  selalu  mendapat  perlakuan  yang  menyakitkan  dari
suaminya  sehingga  hal  tersebut  dapat  menghalangi
keberlangsungan hubungan suami istri antara mereka berdua”;

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil Penggugat pada angka 4, 5, 6, dan

7 telah terbukti, maka Majelis Hakim berpendapat tuntutan Penggugat tersebut

dapat dikabulkan;

Menimbang,  bahwa  terhadap  tuntutan  Penggugat  sebagaimana  pada

angka 2 (dua) petitum gugatan, agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu dari

Tergugat  terhadap  Penggugat.  Terhadap  petitum  tersebut,  Majelis  Hakim

berpendapat sesuai dengan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, maka Putusan

yang dijatuhkan adalah talak satu bain sugra;

Menimbang,  bahwa  karena  perkara  a  quo  termasuk  dalam  bidang

perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90

ayat  (1)  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  7  Tahun 1989 Tentang

Peradilan  Agama  sebagaimana  diubah  terakhir  dengan  Undang-Undang

Republik  Indonesia  Nomor  50  Tahun  2009  Tentang  Perubahan  Kedua  Atas

Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989  Tentang  Peradilan  Agama  serta

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 Tentang Jenis

Dan  Tarif  Atas  Jenis  Penerimaan  Negara  Bukan  Pajak  Yang  Berlaku  Pada

Mahkamah  Agung  Dan  Badan  Peradilan  Yang  Berada  Di  Bawahnya,  maka

semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat,  segala  peraturan perundang-undangan yang berlaku serta

hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini; 

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk

menghadap di persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan talak  satu  ba'in  sughra  Tergugat  (TERGUGAT)  terhadap
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Penggugat (PENGGUGAT);

4. Membebankan  kepada  Penggugat  untuk  membayar  biaya  perkara ini

sejumlah Rp 1.041.000 (satu juta empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang

dilangsungkan pada hari Selasa tanggal  13 Agustus 2020 Masehi, bertepatan

dengan tanggal 23 Dzulhijjah 1441 Hijriyah. Oleh kami Nur Fatah, S.H.I., M.H.I.

sebagai Ketua Majelis dan Zainul Hal, S.Sy. serta Mohammad Imaduddin, S.Sy.

masing-masing  sebagai  Hakim  Anggota.  Putusan  tersebut  diucapkan  dalam

sidang  terbuka  untuk  umum pada  hari  itu  juga oleh  Ketua  Majelis  tersebut

dengan  didampingi  oleh  Hakim  Anggota  dan  dibantu  oleh  Marzuki,  S.H.I.

sebagai  Panitera  Pengganti  serta  dihadiri  oleh  Penggugat  tanpa  hadirnya

Tergugat; 

Hakim Anggota I, Ketua Majelis,
 

Zainul Hal, S.Sy. Nur Fatah, S.H.I., M.H.I.

Hakim Anggota II,

Mohammad Imaduddin, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Marzuki, S.H.I.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran ..................... Rp   30.000,00

2. Biaya Proses............................... Rp 100.000,00

3. Biaya Panggilan ......................... Rp 875.000,00
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4. Biaya PNBP Panggilan............... Rp   20.000,00

5. Biaya Redaksi ……….... Rp   10.000,00

6. Meterai........................................     Rp                 6.000  ,00  

Jumlah Rp 1.041.000,00

Terbilang: satu juta empat puluh satu ribu rupiah 
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